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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara kewajiban untuk menjamin hak bermukim
masyarakat terhadap bencana alam yang mengancam
dan/atau mengganggu kehidupan dan penghidupan,
sehingga perlu memberikan kepastian hukum dalam
merencanakan perumahan dan kawasan permukiman;
b. bahwa perencanaan perumahan dan kawasan
permukiman harus mempertimbangkan peningkatan
sumber daya perkotaan atau perdesaan, mitigasi
bencana, dan penyediaan atau peningkatan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagaimana Pasal 64 ayat (6)
huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. bahwa mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu dilakukan upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat
menghadapi ancaman bencana alam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman
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Mitigasi Bencana Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi, dan Pemerintahan kabupaten/kota; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penagggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi dan
Kawasan Rawan Gempa Bumi;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Rawan Bencana Longsor;

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
melalui perencanaan, pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman serta penyadaran dan peningkatan kemampuan
masyarakat menghadapi ancaman bencana.

2. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
kerusakan/kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.

4. Lokasi rawan bencana adalah wilayah yang sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana alam.



2014, No.1046 4

5. Banjir adalah kerusakan alam atau lingkungan hidup yang bersumber
dari curah hujan berlebihan atau perubahan iklim.

6. Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada
kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba
akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat
naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju
ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung
api/vulkanik.

7. Gunung Meletus adalah letusan suatu gunung (berapi) yang
mengeluarkan suatu sistem saluran fluida panas (batuan dalam wujud
cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di
bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk
endapan hasil akumulasi material ke wilayah sekitar gunung (berapi)
itu berada.

8. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi
pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar
tanah. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang
mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-
faktor lainnya yang turut berpengaruh.

9. Tsunami adalah gelombang pasang yang menyapu daerah sekitar
pantai akibat gempa di dasar lautan.

10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman dan nyaman.

12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya.

13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

14. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman, pencegahan
dan kesiagaan serta tindakan penanganan mitigasi bencana alam bidang
perumahan dan kawasan permukiman bagi pemerintah daerah.
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Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup disusunnya peraturan menteri ini meliputi :

a. identifikasi mitigasi bencana alam;

b. pelaksanaan mitigasi bencana;

c. penanganan bencana alam; dan

d. peran masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI MITIGASI BENCANA ALAM

Pasal 4

(1) Identifikasi mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan
permukiman, mencakup :

a. jenis bahaya alam;

b. jenis kerentanan; dan

c. jenis ketahanan.

(2) Jenis bahaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. gempa bumi;

b. tsunami;

c. gunung meletus;

d. tanah longsor; dan

e. banjir.

(3) Jenis kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a. kerentanan fisik dan lingkungan;

b. kerentanan sosial-kependudukan;

c. kerentanan kelembagaan; dan

d. kerentanan sistem.

(4) Kerentanan fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a melalui:

a. kekuatan struktur lahan/lokasi;

b. struktur fisik bangunan;


